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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 278/PMK.05/2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS

PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 154/PMK.05/2014

TENTANG PELAKSANAAN SISTEM PERBENDAHARAAN

DAN ANGGARAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara telah menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang
Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara;

b. bahwa berdasarkan kesiapan sarana dan infrastruktur
pendukung Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara, perlu mengatur kembali tahapan pelaksanaan
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara dengan
mengubah Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
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menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/
2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 154/PMK.05/2014 TENTANG PELAKSANAAN
SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA.

Pasal I

Mengubah Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor
154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


